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Bansos- Bupati Pinrang Pertegas Penundaan Penyaluran Bansos Terkait Pilkada 

 
Sumber gambar: 

https://parepos.fajar.co.id/2024/11/pemkab-pinrang-resmi-menunda-penyaluran-bansos-sampai-selesai-pilkada-2024/ 

Pemerintah Kabupaten Pinrang resmi menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai Pilkada 

2024 selesai. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terkait tindak lanjut 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang penundaan penyaluran 

bantuan sosial. 

Pj.Bupati Pinrang Ahmadi Akil yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bantuan sosial tidak 

boleh disalahgunakan sebagai alat kampanye dalam momentum demokrasi. 

“Kabupaten Pinrang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi di Sulawesi 

Selatan. Oleh karena itu, kita harus mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab agar pesta 

demokrasi berjalan sukses dan kondusif,” tambahnya. 

Ia berharap agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas sesuai dengan instruksi yang 

diberikan dan menjaga suasana tetap aman serta terkendali. 

“Kepada seluruh perangkat pemerintah, saya tegaskan agar meningkatkan kewaspadaan dan 

melaksanakan tugas dengan baik. Mari kita jadikan ini sebagai momentum memperlihatkan 

komitmen kita dalam menjaga marwah demokrasi,” imbuhnya. 
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Rapat koordinasi turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Ketua Bawaslu Pinrang, Staf Ahli Bupati, 

Asisten, sejumlah Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Lurah, serta pihak terkait lainnya. 

Sumber Berita: 

1. Bupati Pinrang Pertegas Penundaan Penyaluran Bansos Terkait Pilkada, 

https://makassar.antaranews.com/berita/571801/bupati-pinrang-pertegas-penundaan-

penyaluran-bansos-terkait-pilkada, 22 November 2024; 

2. Pemkab Pinrang Resmi Menunda Penyaluran Bansos Sampai Selesai Pilkada 2024, 

https://parepos.fajar.co.id/2024/11/pemkab-pinrang-resmi-menunda-penyaluran-bansos-

sampai-selesai-pilkada-2024/, 22 November 2024 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

63 yang menyatakan: 

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan 

untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan 

bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan 

telah lepas dari resiko sosial. 

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

141 yang menyatakan: 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang 

diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran 

keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 


